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ABSTRAK

Keadilan yang berketuhanan merupakan suatu konsep yang penting dalam Pancasila. Pancasila
sebagai dasar negara Indonesia, yang menempatkan nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai
landasan utama dalam penyelenggaraan keadilan sosial. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan
Yang Maha Esa,"” menegaskan bahwa keyakinan terhadap Tuhan menjadi pilar utama dalam
membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan yang berketuhanan juga mengacu
pada penerapan prinsip-prinsip keadilan yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dalam
Pancasila, yang tentunya meliputi kejujuran, integritas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, keadilan yang
berketuhanan mengharuskan penyelenggara negara dan masyarakat untuk lebih mengutamakan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta memerangi dari segala bentuk
diskriminasi serta ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan menurut
Pancasila ini dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan
dari nilai-nilai luhur agama dan moral.

Kata Kunci: Pancasila,keadilan,ketuhanan

ABSTRACT

Divine justice is an important concept in Pancasila. Pancasila is the basis of the Indonesian
state which places religious and moral values as the main foundation in implementing social
justice. The first principle of Pancasila, "Belief in One Almighty God" emphasizes that divinity
is the main pillar in building a just and civilized society. Divine justice also refers to the
application of the principles of justice that are in line with the divine values in Pancasila, which
of course include honesty, integrity, balance of rights and obligations, and respect for human
rights. However, in practice, godly justice requires state and community administrators to
prioritize public interests above personal interests, and fight all forms of discrimination and
injustice. In this way, justice based on God according to Pancasila can create a social order
that is harmonious, prosperous and based on noble religious and moral values.
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PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa Indonesia,
mengandung nilai-nilai  fundamental yang
menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara (Danu Umbara -
Kanwil DJKN Banten, 2020). Salah satu
konsep penting yang terkandung dalam
Pancasila adalah keadilan yang
berketuhanan(Wiranto, 2023), yang
mencerminkan integrasi antara prinsip keadilan
sosial dengan nilai-nilai religius dan moral.
Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang
Maha Esa," tidak hanya mengakui keberadaan
dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa,
tetapi juga menegaskan bahwa keadilan harus

dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau
berdasarkan akan Tuhan.
Pada bagian ini, keadilan yang

berketuhanan menurut Pancasila mengharuskan
bahwasanya adanya keseimbangan antara hak
dan kewajiban, serta penegakan hukum yang
tidak memihak dan berpihak pada kebenaran.
Nilai-nilai ketuhanan menuntut agar setiap
individu dan penyelenggara negara bertindak
dengan jujur, adil, dan penuh integritas, serta
mengedepankan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini
sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 (Sri Pujianti, 2023).

Keadilan yang berketuhanan juga
mencakup penghormatan terhadap hak asasi
manusia dan perlindungan terhadap semua
warga negara tanpa diskriminasi. Nilai-nilai
keagamaan yang tercermin dalam berbagai
agama di Indonesia menekankan pentingnya
keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan, yang
semuanya menjadi fondasi bagi terciptanya
keadilan yang sejati dalam masyarakat(Riswadi,
2023).

Dengan demikian, memahami dan
mengimplementasikan konsep keadilan yang
berketuhanan menurut Pancasila adalah upaya
untuk membangun tatanan masyarakat yang
harmonis, sejahtera, dan bermartabat, dimana
setiap individu dapat hidup dengan damai dan
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memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan
nilai-nilai ketuhanan yang dijunjung tinggi.
Keadilan yang berketuhanan menurut
Pancasila merupakan salah satu nilai luhur yang
menjadi dasar negara Republik
Indonesia(Maulida, S., Xavier, M., & Elliot,
2023). Pancasila, yang terdiri dari lima sila,
memiliki peran penting dalam mengatur
penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa
Indonesia. Sila keempat, "Ketuhanan Yang
Maha Esa", dan sila kelima, "Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat", saling berkaitan dalam
mewujudkan keadilan yang berketuhanan.
Pancasila sebagai dasar negara telah
ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dan dijadikan pedoman untuk
mengatur penyelenggaraan negara. Menurut
Prof. Drs. Notonagoro SH, Pancasila memiliki
kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan
dan hukum bangsa Indonesia(Ugm, 2021), serta
merupakan sumber dari segala sumber hukum
dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-
nilai Pancasila, termasuk keadilan yang
berketuhanan,  harus  ditumbuhkan  dan
diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menemukan konsep keadilan yang terkandung
dalam Pancasila, kedua menganalisis sila
keempat dan sila kelima Pancasila saling
berkaitan dalam mewujudkan keadilan yang
berketuhanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode
penelitian ~ hukum  yang  menggunakan
pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum
yang diperoleh berkaitan dengan bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer dari Pancasila, teori serta norma
hukum yang terkait dan bahan hukum sekunder
akan diperoleh dari literatur yang berkaitan
dengan  Pancasila dan keadilan yang
berketuhanan, serta dari berbagai sumber yang
relevan. Sumber informasi yang digunakan
yakni bahan hukum primer dan sekunder, yakni
teks dan sumber hukum, termasuk buku, jurnal,
artikel, makalah konferensi dan seminar,
undang-undang, kasus hukum, dan sumber daya
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online. Bahan hukum yang diperoleh kemudian
akan dianalisis menggunakan logika deduktif
melalui metode analisis normatif kualitatif.
Metode ini melibatkan interpretasi dan diskusi
bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian
hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan
doktrin  yang terkait dengan  pokok
permasalahan yang ada dan dibahas pada artikel
ini.

Pengertian Keadilan Menurut Pancasila

Keadilan merupakan kata yang sangat
erat berhubungan dengan hukum. Hukum
sendiri pun merupakan kata atau hal erat
kaitannya dengan masyarakat. Masayarakat
Indonesia menjalankan kehidupan
bermasayarakat pun dijiwai dengan kepatuha
terhadap hukum dan jiwa bangsa yakni
Pancasila. Ketika bicara keadilan maka tidak
jauh pengertiannya pada keadilan yang
berdasarkan Pancasila. Dimana keadilan
berdasarkan Pancasila ini salaing terkait antar
silanya.  Keadilan  menurut  Pancasila
merupakan keadilan yang berketuhanan dalam
Pancasila adalah sebuah konsep keadilan yang
didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang
terkandung dalam sila pertama Pancasila,
"Ketuhanan Yang Maha Esa." Konsep ini
menggabungkan antara prinsip-prinsip
keadilan sosial dengan nilai-nilai religius dan
moral yang berasal dari keyakinan terhadap
Tuhan(Setyawan, A., Banawiratma, J.,, &
Husein, 2023). Filsafat Rusia Vladimir
Solovyov menekankan pula bahwa terdapatnya
hubungan dan saling ketergantungan antara
keadilan serta moralitas, yang menekankan
pada perlunya toleransi beragama dan
kebebasan memilih dalam beragama(lsmailov,
2023). Keadilan dalam hal moralitas menuntut
adanya:

1. Kejujuran dan Integritas: Tindakan
yang adil harus dilakukan dengan jujur
dan integritas tinggi, tanpa adanya
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pemihakan atau korupsi(Roberts, R., &
West, 2020).

2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban:
Semua individu memiliki hak yang sama
dan juga kewajiban yang sama untuk
mematuhi hukum dan norma-norma yang
berlaku(Popovych, 2022).

3. Menghormati Hak Asasi Manusia:
bahwa semua warga negara harus
diperlakukan ~ dengan  adil  tanpa
diskriminasi berdasarkan agama, ras,
etnis, gender, atau status sosial(Karp,
2019).

4. Penegakan Hukum vyang Tidak

Memihak kelompok tertentu: Hukum
harus ditegakkan secara adil dan tanpa
memihak, berdasarkan kebenaran dan
keadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai
moral yang dijunjung tinggi.

5. Kepentingan Umum di Atas
Kepentingan Pribadi: Kebijakan dan
tindakan harus mengutamakan
kepentingan masyarakat luas di atas
kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu.

Dengan demikian, keadilan yang
berketuhanan menurut Pancasila tidak
hanya bersifat hukum saja, melainkan
juga moral dan etis, berakar pada nilai-
nilai keagamaan yang mengajarkan kasih
sayang, kemanusiaan, dan
kebersamaan(Kamiliya, S., & Selvianika,
2023). Hal demikian bertujuan untuk
dapat menciptakan masyarakat yang
harmonis, sejahtera, dan bermartabat,
dimana setiap individu mendapatkan
perlakuan yang adil dan setara.

Pengertian Keadilan
Berketuhanan Menurut Pancasila

Yang

Keadilan yang Berketuhanan
Yang Maha Esa merupakan sila kedua
dalam Pancasila, yang mengandung
makna mendalam tentang bagaimana
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keadilan di Indonesia harus diwujudkan
berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan.
Berikut ini merupakan hal penting
dari pengertian  keadilan  yang
berketuhaan menurut Pancasila:

1. Pengakuan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa:

Terdapat pada sila pertama ini
menegaskan  bahwa  keadilan i
Indonesia harus berlandaskan pada
keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Tersurat secara jelas dalam sila
pertama. Hal ini diartikan bahwa semua
tindakan dan keputusan terkait keadilan
harus didasari oleh nilai-nilai moral dan
spiritual yang bersumber dari ajaran
agama.

2. Keadilan yang Bersifat Universal:

Keadilan yang Berketuhanan
bukan hanya untuk kelompok tertentu,
tetapi untuk semua orang tanpa
memandang suku, agama, ras, golongan,
dan status sosial(Kamiliya, S., &

Selvianika, 2023). Keadilan ini
menjunjung tinggi persamaan hak dan
kewajiban  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia.

3. Adanya Keseimbangan Antara

Keduniawian atau raga dan hal yang
rohani atau jiwa:

Keadilan ini menekankan
pentingnya keseimbangan antara
pemenuhan kebutuhan duniawi dan
kebutuhan  rohani(Brodetska, 2020).
Keadilan tidak hanya berfokus pada
aspek material, tetapi juga pada aspek
moral dan spiritual.

4. Keadilan yang Berlandaskan
Moral(Debbarma, 2020):

Keadilan yang Berketuhanan
dilandaskan pada nilai-nilai  moral

seperti kejujuran, kasih sayang, dan rasa
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hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini
menjadi pedoman dalam mewujudkan
keadilan yang benar dan bermartabat.

5. Tanggung Jawab Kepada Tuhan:
Setiap individu memiliki tanggung
jawab kepada Tuhan dalam
mewujudkan keadilan(Risse, 2017). Hal
ini berarti bahwa setiap tindakan dan
keputusan  terkait keadilan  harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Karakteristik Keadilan
Berketuhanan(Cohen-Charash,
Spector, n.d.):

Yang
Y., &

a. Keadilan distributif: Memastikan
pembagian sumber daya yang
merata dan adil bagi seluruh rakyat
Indonesia.

b. Keadilan korektif: Memperbaiki
ketidakadilan yang sudah terjadi di
masa lampau.

c. Keadilan restoratif: Memulihkan
hubungan dan membangun
kembali kedamaian setelah terjadi
pelanggaran hukum.

d. Keadilan prosedural: Menjamin
proses hukum vyang adil dan
transparan bagi semua pihak.

Penerapan Keadilan

Berketuhanan:

Yang

1)  Penegakan hukum yang adil dan
bermartabat: Hukum harus
ditegakkan secara adil dan tanpa
pandang bulu, serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia.

2) Pembangunan ekonomi  yang
merata: ~ Perekonomian  harus
dikelola dengan baik untuk
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memastikan kesejahteraan seluruh

rakyat Indonesia.

3) Pemenuhan hak-hak dasar rakyat:
Setiap individu berhak atas hak-
hak dasar seperti pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan yang
layak.

4)  Pembinaan moral dan spiritual:
Pentingnya pendidikan moral dan
spiritual  untuk  menumbuhkan
karakter yang berlandaskan nilai-
nilai Ketuhanan.

Keadilan Yang Berketuhanan
merupakan nilai fundamental dalam
Pancasila yang harus terus dijaga dan
diamalkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara(Arief Hidayat, n.d.).
Dengan diterapkannya nilai-nilai
fundamental yang ada dalam Pancasila
ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi
bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila Memiliki Keterkaitan
Dalam Rangka Mewujudkan
Keadilan Yang Berketuhanan

Sila keempat dan sila kelima
dalam Pancasila saling berkaitan dalam
mewujudkan keadilan yang
berketuhanan  dengan cara yang
harmonis dan saling melengkapi, yakni:

1. Sila Keempat: Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- Sila keempat menekankan
pentingnya demokrasi yang dijalankan
melalui musyawarah dan perwakilan.
Hal ini Dberarti keputusan-keputusan
penting dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara harus diambil berdasarkan
musyawarah yang melibatkan semua
pihak terkait, dengan mengedepankan
kebijaksanaan dan keadilan.
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- Dalam konteks keadilan yang
berketuhanan, = memastikan  bahwa
proses pengambilan keputusan tidak
hanya didasarkan pada suara mayoritas,
tetapi juga mempertimbangkan nilai-
nilai moral dan etika(Fritzsche, n.d.)
yang berlandaskan ketuhanan. Hal ini
menciptakan keseimbangan antara hak-
hak individu dan kepentingan umum,
serta menjamin bahwa keputusan yang
diambil adalah adil dan berlandaskan
nilai-nilai luhur.

2. Sila Kelima: Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Sila kelima menekankan
pentingnya keadilan  sosial, yaitu
terciptanya kesejahteraan yang merata
bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa
diskriminasi.  Ini  mencakup pada
distribusi sumber daya yang adil(Putra,
2021), perlindungan terhadap hak-hak
individu, serta upaya untuk mengurangi
kesenjangan sosial dan ekonomi.

- Dalam konteks keadilan yang
berketuhanan, sila kelima memastikan
bahwa keadilan sosial dilaksanakan

dengan  memperhatikan  nilai-nilai
ketuhanan, seperti kejujuran, kasih
sayang, dan kepedulian terhadap

sesama. Ini berarti keadilan sosial yang
diwujudkan bukan hanya bersifat
material, tetapi juga spiritual dan moral.

Keterkaitan Kedua Sila dalam

Mewujudkan Keadilan yang
Berketuhanan, yaitu:

- Musyawarah dan  Hikmat
Kebijaksanaan: Proses musyawarah

yang bijaksana dan berlandaskan nilai-
nilai ketuhanan dalam sila keempat
menjamin bahwa keputusan-keputusan
yang diambil mencerminkan keadilan
dan kepentingan semua pihak(Nugroho,
2021), yang pada akhirnya mendukung
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tercapainya keadilan sosial seperti yang
diamanatkan oleh sila kelima.

- Keadilan Sosial Berbasis Nilai
Ketuhanan: Pelaksanaan keadilan sosial
dalam sila kelima, yang didasarkan pada
prinsip-prinsip ketuhanan, memastikan
bahwa setiap tindakan dan kebijakan
sosial bersifat adil, merata, dan
mengedepankan kemanusiaan, sesuai
dengan semangat musyawarah dan
kebijaksanaan dalam sila keempat.

- Harmonisasi  Kepentingan:
Keterkaitan ini membantu dalam
harmonisasi antara kepentingan individu
dan masyarakat, serta antara aspek
material dan spiritual, sehingga keadilan
yang berketuhanan dapat terwujud
secara komprehensif.

Dengan demikian, sila keempat
dan sila kelima Pancasila saling
mendukung dalam menciptakan
keadilan yang berketuhanan, di mana
proses demokrasi yang bijaksana dan
adil  berujung pada terciptanya
kesejahteraan sosial yang merata dan
berlandaskan nilai-nilai moral serta etika
ketuhanan.

Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia bukan hanya berisi lima nilai
yang berdiri sendiri, melainkan satu
kesatuan yang utuh dan saling berkaitan
satu sama lain. Keterkaitan ini menjadi
kunci dalam mewujudkan Keadilan
yang Berketuhanan.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
Fondasi Moral:

Sila pertama, Ketuhanan Yang
Maha Esa, menjadi fondasi moral bagi
sila-sila lainnya. Keyakinan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa menanamkan
nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih
sayang, dan rasa hormat terhadap
sesama, yang menjadi dasar bagi
terciptanya keadilan(ALlI, 2023).
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b. Kemanusiaan
Beradab:

yang Adil dan

Sila kedua, Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab, menegaskan bahwa
setiap manusia berhak atas keadilan dan
diperlakukan dengan bermartabat. Hal
ini  berarti bahwa keadilan harus
didasarkan pada kemanusiaan dan tidak
boleh diskriminatif.

c. Persatuan Indonesia:

Sila ketiga, Persatuan Indonesia,
menekankan pentingnya persatuan dan
kesatuan bangsa dalam mewujudkan
keadilan. Keadilan tidak dapat tercapai
tanpa adanya rasa persatuan dan
semangat gotong royong  untuk
mencapai tujuan bersama.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat  Kebijaksanaan  dalam
Permusyawaratan/Perwakilan:

Sila keempat, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
mewajibkan rakyat untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan terkait keadilan.
Keadilan harus diwujudkan melalui
musyawarah dan mufakat, dengan
mempertimbangkan kepentingan semua
pihak.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia:

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan
tujuan akhir dari Pancasila. Keadilan ini
harus dirasakan oleh seluruh rakyat
Indonesia, tanpa terkecuali. Keadilan
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sosial mencakup berbagai  aspek
kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan
sosial budaya.

Kemudian dapat penulis sampaikan
keterikatan atau sinergi antar Sila-Sila
Pancasila demi dapat mewujudkan
keadilan yang berKetuhanan , yaitu:

Keterkaitan antar sila Pancasila
menghasilkan sinergi yang kuat dalam
mewujudkan Keadilan yang
Berketuhanan. Sila pertama menjadi
landasan moral, sila kedua menjunjung
tinggi hak asasi manusia, sila ketiga
mempersatukan bangsa, sila keempat
melibatkan rakyat dalam pengambilan
keputusan, dan sila kelima menjadi
tujuan akhir yang ingin dicapai(Alfarizi,
2018).

Hal keterikatan antar sila dapat
terlihat pada implementasi Keadilan
Pancasila yang berKetuhanan, yakni
pada :

1) Pembangunan ekonomi  yang
merata: Sila pertama mendorong
moralitas  dalam  pengelolaan
ekonomi, sila kedua memastikan
pemerataan akses ekonomi, sila
ketiga mempersatukan  bangsa
dalam pembangunan ekonomi, sila
keempat melibatkan rakyat dalam
pengambilan kebijakan ekonomi,
dan sila kelima mewujudkan
keadilan sosial dalam distribusi
ekonomi.

2)  Penegakan hukum yang adil: Sila
pertama menanamkan nilai
kejujuran dan keadilan dalam
penegakan hukum, sila kedua
menjamin perlakuan yang sama di
hadapan hukum, sila ketiga
mempersatukan  bangsa dalam
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menegakkan hukum, sila keempat
melibatkan rakyat dalam
pengawasan hukum, dan sila
kelima mewujudkan keadilan bagi
seluruh rakyat.

SIMPULAN

Keadilan yang berketuhanan menurut
Pancasila merupakan konsep yang integral dan
esensial dalam mewujudkan tatanan masyarakat
yang adil, makmur, dan bermartabat di
Indonesia.  Prinsip  pertama  Pancasila,
"Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan
bahwa keadilan harus dilandasi oleh nilai-nilai
ketuhanan, yang  mencakup  Kejujuran,
integritas, keseimbangan antara hak dan
kewajiban, serta penghormatan terhadap hak
asasi manusia. Implementasi keadilan yang
berketuhanan mengharuskan setiap individu dan
penyelenggara negara untuk bertindak adil,
tidak  memihak, dan mengedepankan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
atau kelompok. Nilai-nilai agama dan moralitas
menjadi landasan utama dalam penegakan
hukum dan penyelenggaraan keadilan sosial,
yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat
yang harmonis dan sejahtera.

Dalam  konteks  keadilan  yang
berketuhanan, Pancasila mengajarkan bahwa
semua warga negara harus diperlakukan secara
adil tanpa diskriminasi, dan setiap pelanggaran
terhadap keadilan harus ditindak secara tegas.
Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan
tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga
merupakan dasar hukum dan etika dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia. Secara keseluruhan, konsep keadilan
yang berketuhanan menurut Pancasila menuntut
adanya  harmonisasi antara  nilai-nilai
keagamaan dan prinsip-prinsip keadilan sosial,
sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang
adil, sejahtera, dan bermartabat, sesuai dengan
cita-cita luhur yang diamanatkan oleh Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
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